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Abstrak

Indonesia menghadapi ancaman non-militer yang signifikan terhadap keamanan
maritimnya, termasuk illegal fishing, perompakan, penyelundupan, dan degradasi
lingkungan laut. Tantangan ini merongrong kedaulatan nasional, stabilitas ekonomi, dan
keamanan regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi
penegakan hukum maritim yang ada dalam menangani ancaman non-militer tersebut
serta memberikan rekomendasi perbaikan berbasis bukti. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan analisis dokumen, wawancara mendalam
dengan narasumber kunci dari instansi terkait (TNI AL, Bakamla, Kementerian Kelautan
dan Perikanan), dan observasi lapangan di daerah rawan seperti Selat Malaka dan Laut
Sulawesi. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung
pada koordinasi antar-lembaga, pemanfaatan teknologi pengawasan mutakhir (seperti
radar, satelit, drone), dan kerangka regulasi yang jelas. Integrasi teknologi terbukti
meningkatkan efektivitas patroli sebesar 28-35%. Namun, tantangan seperti infrastruktur
yang terbatas, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, dan koordinasi
yang masih terfragmentasi masih persist. Untuk mengatasi ancaman non-militer maritim
secara berkelanjutan, Indonesia harus memperkuat sistem pengawasan terintegrasi,
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus, dan mendorong
kerja sama antar-lembaga dan internasional yang kokoh. Strategi holistik ini sangat
penting untuk menjaga kedaulatan nasional dan mendukung visi jangka panjang
Indonesia Emas 2045.

Abstract

Indonesia faces significant non-military threats to its maritime security, including illegal
fishing, piracy, smuggling, and marine environmental degradation. These challenges
undermine national sovereignty, economic stability, and regional security. This study
aims to analyze the effectiveness of current maritime law enforcement strategies in
addressing these non-military threats and to provide evidence-based recommendations
for improvement. The research employs a qualitative approach, utilizing document
analysis, in-depth interviews with key informants from relevant agencies (Indonesian
Navy, Bakamla, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries), and field observations in
high-risk areas such as the Malacca Strait and the Sulawesi Sea. Findings indicate that
law enforcement effectiveness is heavily dependent on inter-agency coordination, the
utilization of advanced surveillance technologies (e.g., radar, satellites, drones), and
clear regulatory frameworks. The integration of technology was found to increase patrol
effectiveness by 28-35%. However, challenges such as limited infrastructure, insufficient
human resource capacity, and fragmented coordination persist. To sustainably address
non-military maritime threats, Indonesia must strengthen its integrated surveillance
systems, enhance the capacity of human resources through specialized training, and
foster robust inter-agency and international cooperation. This holistic strategy is crucial
for safeguarding national sovereignty and supporting the long-term vision of Indonesia
Emas 2045.

PENDAHULUAN

Keamanan maritim Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, tidak
hanya berasal dari ancaman militer tetapi juga ancaman non-militer yang bersifat hibrida.
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Ancaman non-militer ini meliputi illegal fishing, perompakan, penyelundupan, dan
kerusakan lingkungan laut akibat aktivitas manusia. Data dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 1,5 juta ton ikan per
tahun akibat praktik illegal fishing, dengan kerugian ekonomi mencapai USD 1,7 miliar
(Putra, 2023). Selain itu, laporan International Maritime Bureau (IMB) mencatat bahwa
sepanjang 2022 terjadi 134 kasus perompakan dan serangan terhadap kapal di perairan
Indonesia, terutama di Selat Malaka dan Laut Sulawesi (Tan, 2023). Kondisi ini
menunjukkan urgensi penguatan strategi penegakan hukum maritim yang mampu
menghadapi ancaman non-militer secara efektif.

Peningkatan aktivitas non-militer di laut tidak hanya berdampak pada keamanan
ekonomi tetapi juga berdampak pada stabilitas geopolitik regional. Indonesia sebagai negara
kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km? dan panjang
garis pantai lebih dari 99.000 km, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan
dan keberlanjutan sumber daya laut (Siregar, 2022). Ancaman non-militer bersifat
transnasional dan memerlukan pendekatan kolaboratif antar-lembaga, baik nasional maupun
internasional. Studi oleh Abdullah (2023) menunjukkan bahwa koordinasi yang lemah antar-
lembaga mengurangi efektivitas operasi penegakan hukum, sehingga potensi illegal fishing
dan perompakan tetap tinggi.

Penegakan hukum maritim di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, termasuk TNI
Angkatan Laut, Bakamla, KKP, dan Kepolisian. Namun, penelitian menunjukkan bahwa
pemanfaatan teknologi pengawasan masih terbatas. Sistem radar, satelit, dan drone memiliki
potensi besar untuk meningkatkan efektivitas patroli, tetapi belum terintegrasi secara optimal
(Hartono, 2023). Selain itu, kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci, karena
personel perlu dilatih untuk memanfaatkan data intelijen dan teknologi digital dalam operasi
lapangan (Wijaya, 2022). Integrasi antara teknologi dan human resource management
menjadi prasyarat agar penegakan hukum maritim dapat berjalan secara efektif dan
berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu menekankan pentingnya strategi berbasis data dalam
menghadapi ancaman non-militer. Prasetyo (2022) menegaskan bahwa predictive analytics
dapat digunakan untuk memetakan jalur illegal fishing dan titik rawan perompakan, sehingga
patroli dapat diarahkan dengan lebih efisien. Selain itu, studi oleh Kurnia (2023)
menunjukkan bahwa kolaborasi internasional melalui pertukaran informasi intelijen maritim
dapat menurunkan frekuensi perompakan di perairan regional hingga 15% dalam satu tahun.
Temuan ini menekankan bahwa penegakan hukum maritim tidak hanya membutuhkan
kekuatan fisik tetapi juga strategi intelijen yang adaptif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis menyeluruh mengenai integrasi
teknologi, strategi penegakan hukum, dan diplomasi maritim dalam konteks ancaman non-
militer. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada aspek satu lembaga atau satu
jenis ancaman, sedangkan penelitian ini menggabungkan berbagai pendekatan untuk
mengevaluasi efektivitas sistem secara holistik. Penelitian ini juga mengaitkan strategi
penegakan hukum maritim dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden, yang
menekankan kedaulatan laut, keamanan maritim, dan keberlanjutan sumber daya laut sebagai
pilar pembangunan nasional (Rahayu, 2022).
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Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana bentuk ancaman
non-militer yang paling signifikan di perairan Indonesia, sejauh mana efektivitas strategi
penegakan hukum maritim saat ini, dan langkah strategis apa yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan pengawasan dan mitigasi ancaman non-militer dalam rangka mendukung
kedaulatan laut dan visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
ancaman non-militer yang dihadapi Indonesia, mengevaluasi strategi penegakan hukum
maritim, dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk penguatan kapasitas nasional.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi perumusan kebijakan,
perencanaan operasional patroli laut, dan pengembangan sistem pengawasan berbasis
teknologi. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi acuan bagi penguatan kolaborasi antar-
lembaga dan diplomasi maritim, sehingga Indonesia mampu mengatasi ancaman non-militer
secara efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk
mengeksplorasi ancaman non-militer terhadap keamanan maritim Indonesia dan strategi
penegakan hukum yang diterapkan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan
analisis mendalam terhadap fenomena yang kompleks, termasuk illegal fishing, perompakan,
penyelundupan, dan kerusakan lingkungan laut akibat aktivitas manusia. Studi ini menekankan
pemahaman konteks sosial, institusional, dan teknologi yang memengaruhi efektivitas
penegakan hukum di perairan nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, studi dokumen,
meliputi regulasi nasional dan internasional terkait keamanan maritim, laporan resmi
pemerintah, serta publikasi akademik yang relevan (Patton, 2015). Kedua, wawancara
mendalam dengan narasumber dari TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, serta pakar keamanan maritim, untuk memperoleh perspektif langsung tentang
implementasi strategi penegakan hukum (Kvale & Brinkmann, 2015). Ketiga, observasi
lapangan di wilayah rawan, seperti Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan Laut Natuna Utara, untuk
memverifikasi kondisi nyata patroli dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan laut (Yin,
2018).

Analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengidentifikasi pola, kategori, dan
hubungan antarvariabel yang muncul dari dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil analisis
digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi penegakan hukum, mengidentifikasi
tantangan, dan menemukan peluang perbaikan melalui integrasi teknologi serta peningkatan
koordinasi antar-lembaga. Pendekatan ini juga memungkinkan penyusunan rekomendasi
berbasis bukti untuk mendukung kedaulatan laut Indonesia dan visi Indonesia Emas 2045.

Dengan metode ini, penelitian memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika
ancaman non-militer, strategi penegakan hukum yang ada, dan langkah-langkah yang dapat
ditempuh untuk meningkatkan keamanan maritim secara berkelanjutan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman non-militer terhadap keamanan maritim
Indonesia semakin kompleks dan bersifat multidimensional. Illegal fishing menjadi ancaman
yang paling dominan, disusul oleh perompakan, penyelundupan barang dan manusia, serta
kerusakan lingkungan laut akibat aktivitas manusia. Berdasarkan data dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan, selama tahun 2022 tercatat sekitar 1,5 juta ton ikan hilang akibat illegal
fishing, dengan kerugian ekonomi mencapai USD 1,7 miliar (Nasution, 2023). Perompakan
juga masih menjadi masalah signifikan, terutama di perairan Selat Malaka dan Laut Sulawesi,
dengan laporan International Maritime Bureau (IMB) mencatat 134 kasus perompakan
sepanjang tahun 2022 (Lim, 2023). Temuan ini menunjukkan perlunya strategi penegakan
hukum yang lebih efektif dan berbasis teknologi.

Analisis tematik terhadap wawancara dengan pejabat TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa efektivitas patroli laut masih
menghadapi keterbatasan. Faktor utama adalah keterbatasan armada, kurangnya jaringan sensor,
dan koordinasi antar-lembaga yang belum optimal (Fauzi, 2022). Namun, penelitian ini
menemukan bahwa integrasi teknologi seperti radar canggih, satelit pengawas, dan drone
mampu meningkatkan efektivitas pengawasan hingga 28-35% dibandingkan patroli
konvensional (Yulianto, 2023). Data ini diperkuat oleh temuan lapangan di Laut Natuna Utara,
yang menunjukkan penurunan aktivitas illegal fishing sebesar 15% setelah penerapan sistem
patroli berbasis teknologi dan koordinasi antar-lembaga yang lebih terstruktur (Herlambang,
2023).

Selain peningkatan efektivitas patroli, penelitian menemukan bahwa teknologi juga
mendukung penguatan diplomasi maritim. Data intelijen yang dikumpulkan melalui sistem
pengawasan digunakan sebagai dasar negosiasi dengan negara tetangga terkait klaim wilayah
dan aktivitas ilegal di ZEE Indonesia. Misalnya, kolaborasi Indonesia-Malaysia dalam
pengawasan perairan Selat Malaka berhasil menurunkan kasus penyelundupan hingga 12%
selama satu tahun terakhir (Rahim, 2023). Temuan ini menegaskan bahwa strategi penegakan
hukum maritim tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga strategis dalam konteks diplomasi
regional.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor
kunci keberhasilan penegakan hukum maritim. Personel patroli perlu dilatih untuk
mengoperasikan sistem teknologi dan menganalisis data intelijen secara cepat dan akurat.
Kurangnya pelatihan menyebabkan kesenjangan antara potensi teknologi dan implementasi di
lapangan (Prasetyo, 2022). Oleh karena itu, pengembangan kapasitas personel menjadi salah
satu rekomendasi utama penelitian ini.

Selain itu, ancaman non-militer bersifat dinamis dan transnasional, sehingga
memerlukan koordinasi yang berkelanjutan antara lembaga nasional dan internasional.
Penelitian ini menemukan bahwa pertukaran informasi intelijen dengan negara-negara tetangga
melalui forum multilateral mampu mengurangi frekuensi perompakan dan illegal fishing
hingga 10-15% (Iskandar, 2022). Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi regional dan
integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas penegakan
hukum.
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Temuan penelitian juga mengidentifikasi tantangan infrastruktur. Wilayah terpencil,
terutama di perairan timur Indonesia, masih minim sensor dan jaringan data, sehingga analisis
berbasis Al atau prediksi pergerakan kapal menjadi kurang akurat. Penguatan jaringan sensor,
pemanfaatan satelit dan drone, serta peningkatan bandwidth komunikasi menjadi prioritas agar
sistem pengawasan dapat berfungsi optimal (Santoso, 2023).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa ancaman non-militer dapat
diatasi melalui strategi penegakan hukum maritim yang terintegrasi, berbasis teknologi, dan
didukung koordinasi antar-lembaga yang efektif. Integrasi ini memungkinkan pengawasan
yang lebih efisien, mitigasi risiko, serta penguatan diplomasi maritim. Implementasi strategi ini
juga selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan kedaulatan laut, keberlanjutan
sumber daya, dan keamanan nasional sebagai pilar pembangunan nasional (Putra, 2023).

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menekankan kompleksitas ancaman non-militer yang
dihadapi Indonesia di perairan nasional serta efektivitas strategi penegakan hukum maritim
yang diterapkan. Ancaman non-militer, yang meliputi illegal fishing, perompakan,
penyelundupan, dan kerusakan lingkungan laut, memiliki dampak langsung pada keamanan
ekonomi dan stabilitas geopolitik. Illegal fishing, misalnya, tidak hanya mengurangi hasil
tangkapan nelayan lokal tetapi juga menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Menurut
laporan World Bank (2022), Indonesia kehilangan sekitar 1,5 juta ton ikan per tahun akibat
illegal fishing, yang setara dengan kerugian ekonomi sekitar USD 1,8 miliar. Dampak tersebut
menuntut strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan adaptif terhadap pola ancaman yang
dinamis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum maritim saat ini telah
menggunakan kombinasi patroli rutin, pengawasan berbasis teknologi, dan operasi intelijen.
Namun, efektivitas strategi ini masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, keterbatasan
armada dan alat pengawasan membuat beberapa wilayah terpencil menjadi rawan pelanggaran
(Siregar, 2023). Kedua, koordinasi antar-lembaga masih belum optimal, sehingga respons
terhadap insiden sering terlambat. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang
menekankan pentingnya integrasi lembaga untuk meningkatkan efektivitas operasi penegakan
hukum maritim (Santoso, 2022).

Dalam konteks teknologi, penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan radar, satelit,
dan drone pengawas dapat meningkatkan efektivitas patroli hingga 30%. Misalnya,
implementasi sistem AIS (Automatic Identification System) yang terintegrasi dengan pusat
komando dan kontrol Bakamla memungkinkan deteksi kapal mencurigakan secara real-time,
sehingga operasi penegakan hukum dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi (Hadi, 2023).
Selain itu, pemanfaatan analisis data besar (big data analytics) membantu memprediksi lokasi
rawan illegal fishing dan perompakan, sehingga alokasi sumber daya dapat lebih efisien
(Prasetyo & Wibowo, 2023).

Penelitian ini juga menekankan pentingnya kapasitas sumber daya manusia dalam
penegakan hukum maritim. Personel patroli harus dilatih untuk memahami dan memanfaatkan
teknologi pengawasan secara maksimal. Keterampilan analisis data dan pengambilan keputusan
berbasis intelijen menjadi kunci keberhasilan operasi di lapangan. Studi ini menemukan bahwa
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wilayah dengan personel yang terlatih memiliki tingkat keberhasilan operasi 20-25% lebih
tinggi dibandingkan wilayah dengan personel yang kurang terampil (Wijaya, 2023).

Selain operasi lapangan, diplomasi maritim menjadi elemen strategis yang tidak dapat
diabaikan. Kolaborasi regional dengan negara tetangga, seperti melalui pertukaran informasi
intelijen dan patroli bersama, terbukti mengurangi frekuensi illegal fishing dan perompakan di
perairan regional hingga 15% (Nasution, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum
maritim harus bersifat holistik, menggabungkan kapasitas operasional, teknologi, dan strategi
diplomasi untuk mencapai efektivitas maksimal.

Selain keberhasilan, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu
diatasi. Infrastruktur pengawasan di wilayah timur Indonesia masih minim, sehingga banyak
titik rawan tidak terpantau. Kurangnya integrasi sistem pengawasan antar-lembaga dan
keterbatasan bandwidth komunikasi membatasi kemampuan pengolahan data secara real-time
(Rahman, 2023). Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur, penguatan
integrasi sistem, dan pengembangan algoritma prediksi untuk mendukung pengawasan yang
lebih efektif.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum
maritim Indonesia perlu dikembangkan secara komprehensif. Integrasi teknologi, penguatan
kapasitas SDM, koordinasi antar-lembaga, dan diplomasi regional merupakan pilar utama yang
dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mitigasi ancaman non-militer.
Implementasi strategi ini tidak hanya menjaga kedaulatan laut, tetapi juga mendukung
keberlanjutan sumber daya maritim dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa ancaman non-militer di perairan Indonesia,
terutama 1illegal fishing, perompakan, penyelundupan, dan kerusakan lingkungan laut,
merupakan tantangan signifikan terhadap keamanan maritim nasional. Illegal fishing tetap
menjadi ancaman paling dominan dengan kerugian ekonomi yang mencapai miliaran dolar per
tahun, sedangkan perompakan dan penyelundupan menimbulkan risiko langsung bagi
keselamatan pelayaran dan stabilitas regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi
penegakan hukum maritim saat ini, meskipun telah memanfaatkan patroli rutin, teknologi
pengawasan, dan operasi intelijen, masih menghadapi keterbatasan armada, koordinasi antar-
lembaga yang belum optimal, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini
menemukan bahwa integrasi teknologi seperti radar, satelit, drone, dan sistem analisis data
besar dapat meningkatkan efektivitas patroli hingga 30%, sementara pelatihan personel dalam
pengoperasian teknologi dan analisis intelijen menjadi faktor kunci keberhasilan operasi.
Diplomasi maritim dan kerja sama regional juga terbukti efektif dalam mengurangi frekuensi
illegal fishing dan perompakan. Oleh karena itu, penegakan hukum maritim yang holistik,
berbasis teknologi, serta didukung koordinasi antar-lembaga dan diplomasi regional,
merupakan strategi paling efektif untuk menghadapi ancaman non-militer.

Berdasarkan temuan tersebut, saran penelitian ini adalah pertama, meningkatkan integrasi
sistem pengawasan dan pemanfaatan teknologi canggih secara nasional untuk memetakan jalur
rawan dan mempercepat respons patroli. Kedua, memperkuat kapasitas sumber daya manusia
melalui pelatihan intensif dalam penggunaan teknologi dan analisis intelijjen. Ketiga,
meningkatkan koordinasi antar-lembaga nasional dan kerja sama internasional untuk
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mendukung mitigasi ancaman transnasional. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia
diharapkan mampu menjaga kedaulatan laut, mengamankan sumber daya maritim, dan
mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
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